PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL
DALAM PERATURAN POLIGAMI DI INDONESIA
(Analisis Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women terhadap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan)

0

T
eSS
all@

Nurhidayatuloh
NIM: 1220310105

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister dalam IImu Hukum Islam
Program studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Keluarga

YOGYAKARTA
2014



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhidayatuloh
NIM : 1220310105
Jenjang : Magister
Program Studi  : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 17 Agustus 2014

__Sava yang menyatakan,

ii



PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhidayatuloh
NIM : 1220310105
Jenjang - Magister
Program Studi  : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari
plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak

sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

‘:}METERAI
MPE

4 zwm RIBU summ

Yogyakarta, 17 Agustus 2014
Saya yan g menyatakan,

mAA xmu.wm lu\l‘x
STGL 20

: CCBB1ABF62411 B

NIM: 1920310105

11



KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA

3 PASCASARJANA
0'0 YOGYAKARTA

Tesis berjudul

Nama

NIM

Program Studi
Konsentrasi
Tanggal Ujian

Telah dapat diterima

Islam (M.H.L.).

PENGESAHAN

PERLINDUNGAN  HUKUM HAK  ASASI  MANUSIA
INTERNASIONAL DALAM PERATURAN  POLIGAMI DI
INDONESIA (Analisis Convention on the Elimination of All
Forms of Discrimination against Women terhadap Pasal 3
Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan)

Nurhidayatuloh, S.H.|.

1220310105

Hukum Islam

Hukum Keluarga

28 Agustus 2014

sebagai salah satu Syarat memperoleh gelar Magister Hukum

Yogyakarta, 16 Oktober 2014




PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul

Nama

NIM

Jenjang
Program Studi
Konsentrasi
Tanggal Ujian

: PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA
INTERNASIONAL DALAM PERATURAN POLIGAMI

DI INDONESIA (Analisis Convention on the Elimination of
All Forms of Discrimination against Women terhadap Pasal
3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan)

: Nurhidayatuloh

: 1220310105

: Magister

: Hukum Islam

: Hukum Keluarga

: 28 Agustus 2014

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua

Sekretaris

Pembimbing

Penguji

: Dr. H. Syafiqg Mahmadah H., S.Ag., M.A%E

( )

: Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

: Dr. Martinus Sardi, M.A.

: Dr. Syamsul Hadi, M.Ag.

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 28 Agustus 2014

Waktu
Hasil/Nilai
Predikat

: 12.00-13.00 WIB
‘A
: Sangat Memuaskan



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Asslamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang
berjudul:
PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL
DALAM PERATURAN POLIGAMI DI INDONESIA
(Analisis Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women terhadap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan)
Yang ditulis oleh:
Nama : Nurhidayatuloh
NIM :122031010£
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar
Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 17 Agustus 2014
Pembimbing

Dr. Mattinus Sardi, MLA.

Vi



ABSTRAK

Terdapat dua dimensi pelanggaran HAM yang selama ini menjadi perhatian
para ilmuwan hukum, yaitu pelanggaran HAM vyang dilakukan oleh negara
terhadap individu atau sekelompok individu dan pelanggaran HAM vyang
dilakukan oleh individu atau kelompok individu terhadap individu lain. Dalam
tulisan ini akan dibatasi pada pelanggaran HAM yang dilakukan negara terhadap
individu. Pelanggaran HAM terjadi ketika negara telah melakukan suatu
perbuatan yang telah melanggar hak-hak asasi warga negara atau masyarakat yang
berada di dalam wilayah hukumnya. Hukum internasional telah mengatur
berbagai macam ketentuan tentang HAM seperti halnya Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). Konvensi
ini telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan
Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of
All Forms of Discrimination Against Women). Namun demikian, di Indonesia,
penerapan konvensi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya dengan belum
adanya peraturan yang mengubah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (UUP) padahal Pasal 2 huruf (f) CEDAW merumuskan “to
take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing
laws, regulations, customs and practices which constitute discrimination against
women.” Sebagai negara peserta konvensi tersebut, Indonesia seharusnya tunduk
dan patuh terhadap ketentuan yang terdapat dalam CEDAW dengan segera
mengubah ketentuan tersebut.

Karya ilmiah ini bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan
pendekatan normatif-yuridis dan bangunan Teori Kesetaraan yangdi kemukakan
oleh Alda Facio dan Martha 1. Morgan di mana teori ini memiliki tiga prinsip
utama, yakni prinsip non-diskriminasi, prinsip tanggung jawab negara dan prinsip
kesetaraan substantif. Memalui teori ini penulis menganalisis berbagai perjanjian
internasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
khususnya UUP. Sebagai data pendukungnya penulis juga menggunakan doktrin
para ilmuwan hukum, keputusan pengadilan dan wawancara terhadap hakim.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah UUP melalui peraturan
poligaminya ternyata selama ini telah melakukan diskriminasi terhadap hak asasi
perempuan, sehingga dapat dinyatakan bahwa UUP tidak memperlakukan laki-
laki dan perempuan secara setara. Berdasarkan kesimpulan ini, maka negara telah
melakukan pelanggaran HAM terharap warga negaranya khususnya kaum
perempuan. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara harus bertanggung jawab
atas pelanggaran HAM ini.

Kata Kunci: Hukum hak asasi manusia internasional, hak asasi perempuan, dan
poligami.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 158/1987 dan
0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

< ba’ b be

< ta’ t te

< $a’ $ es (dengan titik di atas)
d jim ] je

d ha’ h ha (dengan titik di bawah)
¢ kha kh ka dan ha

3 dal d de

3 zal z zet (dengan titik di atas)
J ra’ r er

J zai z zet
o sin S es
o syin sy es dan ye
ol s ad S es (dengan titik di bawah)
ul dad d de (dengan titik di bawah)
b t a t te (dengan titik di bawah)
) A} z zet (dengan titik di bawah)
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4 gain g ge

o fa’ f ef

viii




It qaf q qi
d kaf k ka
J lam I el
a mim m em
o nun n en
3 waw w we
® ha’ h ha
s hamzah ¢ apostrof
¢ ya’ y ye

B. Ta’ Marbut ah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h

dilaa Ditulis Mu‘alaqoh

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa

Indonesia, seperti salat, zakat, haji, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

Fathah ditulis a
Kasrah ditulis i
’ Dammah ditulis u




E. Vokal Panjang

1. Fathah +alif A
g Luadl) an-nisa’
2. Fathah +ya’ mati a
e masna
3. Kasraf +ya’ mati 7
o tastat i
4. Dammah +wawu mati u
Vgl tastat 7
F. Vokal Rangkap
1. Fathah +ya’ mati ai
O baina
2. Fathah +wawu mati au
S walau

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

M / ijtima’iyah




H. Kata Sandang Alif+Lam
Bila diikuti dengan huruf gamariyyah maka ditulis dengan menggunakkan

huruf awal “al”

oAl ditulis al-Qur’an
Y ditulis al-Iima’
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PERSEMBAHAN

Penyusunan karya ilmiah ini telah melewati banyak proses yang tidak akan pernah
penulis lupakan. Sehingga penulis beranggapan bahwa ini adalah salah satu
karya yang paling berharga dalam sejarah hidup penulis. Oleh karena itu,
pantaslah kiranya apabila penulis ingin mempersembahkan karya ini kepada:

Ayahanda (alm) H. Nur Muhammad Achroddin dan Ibunda Hj. Siti Aisyah
Serta

Yayah (alm) H. Ach. Kabul Yasin dan lIbunda Hj. Muzayyaroh

Dalam hidup penulis tidak ada orang yang lebih penulis kasihi selain mereka.
Merekalah yang terus membimbing dan mendukung penulis agar bisa
mencatatkan sejarah penulis sendiri. Mereka yang penulis sebutkan pertama
adalah jawaban dari mengapa saya ada dan yang penulis sebutkan terakhir adalah
mengapa saya harus ada. Secara khusus penulis juga persembahkan karya ini
kepada Ummah Fatimatuz Zuhro, maturnuwun ummah
dan
terimakasih kepada segenap saudara-saudaraku di Kabupaten Cilacap sebagai
kampung halaman penulis.




MOTTO

Dulu saya mengatakan

“Hidup adalah proses, setiap orang didekatmu bahkan yang paling dekat
denganmu sekalipun hanya akan tahu hasil yang kamu capai bukan proses yang
kamu lalui

Kita lahir sendiri, mati pun akan sendiri

Hanya proses yang akan menetukan keberhasilanmu

Mandiri adalah kunci keberhasilanmu

Dan proses adalah amalmu”

Sekarang saya mengatakan

“Memang benar hidup adalah proses, tapi proses tersebut akan selalu didampingi
oleh orang terdekatmu, orang yang kamu kasihi dan orang yang mau berbagi
denganmu

Kita memang lahir sendiri dan matipun akan sendiri

Tapi, paling tidak kita dapat berdoa dan memohon kepada Allah SWT. agar kita
dapat mati di pangkuan orang yang paling kita kasihi

Tentunya, setelah semua mimpi besar kita teramini dan terdampingi

Hati dan pikiran yang letih, lelah dan lemah karena proses akan selalu dikuatkan
olehnya dengan cinta dan kasih sayang dunia-akhiratnya”

Terimakasih mimpi... dan terimakasih My Fawwas Ighnasia
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Sejarah telah mencatat berbagai diskriminasi laki-laki terhadap perempuan

dalam semua ranah seperti keluarga, sosial, politik, ekonomi bahkan
kepemimpinan.® Tidak jarang wanita hanya menjadi obyek hidup yang seringkali
hanya diposisikan sebagai pelengkap semata. Dalam keluarga tidak sedikit
perempuan harus difungsikan sebagai ibu rumah tangga, tidak lebih. Tugasnya
harus mengurusi suami, anak, dan rumah tangga. Hal semacam ini tentu tidak
sejalan dengan nilai-nilai bahwa manusia, pada dasarnya, telah diciptakan dengan
kedudukan yang setara, tidak ada yang lebih diunggulkan satu sama lain, tidak ada
yang lebih didominasikan antara laki-laki dan perempuan. Namun demikian,
mereka mempunyai keutamaan (J=$)® masing-masing. Keduanya diciptakan
saling melengkapi satu sama lain. Tidak ada manusia yang memungkiri bahwa

laki-laki membutuhkan perempuan, begitu juga sebaliknya.

' Dalam kenyataan, baik masa lalu maupun masa sekarang, dapat ditemukan contoh-
contoh seperti laki-laki bisa memberikan suara dalam suatu pemilihan sedangkan perempuan
dilarang atau dibatasi, laki-laki mendapat akses luas terhadap pekerjaan yang status bayarannya
tinggi sedangkan perempuan dibatasi pada pekerjaan yang akses bayarannya rendah. Rochayah
Machali, “Perspektif Ideologis dan Konsep Kesetaraan: Tinjauan Selayang Pandang” dalam
Rochayah Machali (ed), Wacana Poligami di Indonesia (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), him.
2.

QS An-Nisa’ (4): 3.

A o agass T I8 W LT o 5 Ul
Artinya: “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah
melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)...” Yayasan
Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, 1971, Al-Qur’an AL-Karim dan Terjemahannya
ke Dalam Bahasa Indonesia, (Riyadh: Perwakilan Bagian Percetakan dan Penerbitan Kementerian
Agama, Waqaf, Da’wah dan Bimbingan Islam di Riyadh), him. 123.



Penciptaan perempuan dan laki-laki dapat dibedakan secara fisik. Akan
tetepi lebih dari itu, keduanya mempunyai kedudukan setara. Perempuan
mempunyai peran yang juga harus dihormati oleh laki-laki, bukan malah menjadi
bahan untuk saling mendominasi dan mengalahkan. Peran perempuan dalam
ranah keluarga, sosial, ekonomi, hukum bahkan politik niscaya harus diposisikan
setara. Hal inilah yang menjadi akar filosofi mengapa hak-hak dan kebebeasan
wanita perlu diatur dan ditegakkan dalam kerangka hak asasi manusia (HAM)
baik dalam ranah internasional maupun nasional.

Hukum internasional telah menyusun kerangka secara besar-besaran dalam
rangka perlindungan HAM dari intervensi negara terutama pasca tahun 19453
Selain materi HAM yang terdapat dalam Piagam PBB (United Nations Charter),
HAM juga menjadi bahasan utama dalam Universal Declaration of Human Rights
(UDHR). Langkah ini merupakan titik awal bagi setiap bangsa dan individu atas
penjaminan hak-haknya dalam berbagai ranah baik sosial, politik, hukum maupun
dalam ranah lain. Jauh sebelum UDHR lahir, ide penegakan HAM juga tertuang
dalam Bill of Rights* (1689) yang di dalamnya telah dimunculkan ketentuan-
ketentuan untuk melindungi hak-hak atau kebebasan individu. Pada awalnya,
tujuan penjaminan HAM merupakan proteksi bagi individu dalam menghadapi
pelaksanaan otoritas negara atau pemerintah. Akan tetapi seiring dengan
perkembangan zaman, tujuan penjaminan HAM tidak hanya berhenti sampai pada

tataran tersebut. Konsepnya semakin bekembang, yaitu, mengarah kepada

¥ D.J. Harris, Cases and Materials on International Law (London: NW3 3PF, 2004), HIm.
654.

* Scot Davidson, Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan
Internasional, Terj. A. Hadyana Pudjaatmaka (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994). Him. 2.



penciptaan kondisi masyarakat oleh negara dalam mana individu dapat
mengembangkan potensi mereka sepenuhnya.’

Pengaturan secara spesifik HAM sebagai pengejawantahan dari UDHR
adalah hak asasi khusus perempuan yang secara de jure telah dituangkan dalam
sebuah konvensi mengenai penjaminan hak asasi manusia terhadap perempuan,
yakni, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women (CEDAW) atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Konvensi
tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Konvensi
ini telah diratifikasi dan disetujui dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor
34/180 pada tanggal 18 Desember 1979. Pasal 2 CEDAW dirumuskan sebagai
berikut:

Negara-negara pihak mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam
segala bentuknya, dan bersepakat dengan segala cara yang tepat dan tanpa
ditunda-tunda, untuk menjalankan suatu kebijakan yang menghapus
diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk tujuannya berusaha untuk; (a)
Memasukkan asas persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam undang
undang dasar mereka atau perundang-undangan lainnya yang layak apabila
belum dimasukkan ke dalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis
pelaksanaan dari asas ini, melalui hukum dan cara-cara lain yang tepat; (b)
Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan upaya lainnya, dan
di mana perlu termasuk sanksi-sanksi, yang melarang semua diskriminasi
terhadap perempuan; (c) Menetapkan perlindungan hukum terhadap hak
perempuan atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki, dan untuk
menjamin perlindungan bagi kaum perempuan yang aktif terhadap setiap
perilaku diskriminatif, melalui pengadilan nasional yang kompeten dan
badan-badan pemerintah lainnya.®

* Ibid., him. 32.

® Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
(CEDAW). Article 2: States Parties condemn discrimination against women in all its forms, agree
to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination
against women and, to this end, undertake:

(a) To embody the principle of the equality of men and women in their national constitutions
or other appropriate legislation if not yet incorporated therein and to ensure, through
law and other appropriate means, the practical realization of this principle;

(b) To adopt appropriate legislative and other measures, including sanctions where
appropriate, prohibiting all discrimination against women;



Pasal di atas juga menyatakan dengan jelas bahwa realisasi pelaksanaan
persamaan antara laki-laki dan perempuan dapat dilakukan melalui kebijakan
hukum termasuk peraturan perundang-undangan (legislative and other measures)
dalam bentuk undang-undang termasuk juga sanksinya.

Sebagaimana UDHR, CEDAW juga mengatur persoalan penjaminan hak
asasi perempuan yang menghadapkan antara negara dan individu di mana
sebagian besar pasalnya diawali dengan kata “States Parties shall take...”” yang
menandakan bahwa konvensi ini mengharuskan tindakan negara untuk
melindungi hak asasi perempuan. Oleh karena itu, kewajiban pelaksanaan HAM,
hak-hak perempauan, menjadi tanggungjawab negara yaitu kewajiban untuk
memenuhi (to fulfill), kewajiban untuk melindungi (to protect), dan kewajiban
untuk menghormati (to respect) terhadap individu. Selain itu juga, CEDAW
dengan tegas menuliskan to ensure through competent national tribunals® untuk
menjamin perlindungan bagi perempuan terhadap tindakan diskriminasi. Di satu
sisi, dalam hal kewajiban negara, apabila negara tidak memberikan pemenuhan,
perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, maka negara

dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kemudian, di

(c) To establish legal protection of the rights of women on an equal basis with men and to
ensure through competent national tribunals and other public institutions the effective
protection of women against any act of discrimination;

(d) To refrain from engaging in any act or practice of discrimination against women and to
ensure that public authorities and institutions shall act in conformity with this obligation;

(e) To take all appropriate measures to eliminate discrimination against women by any
person, organization or enterprise;

(f) To take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing
laws, regulations, customs and practices which constitute discrimination against women;

(g) To repeal all national penal provisions which constitute discrimination against women.

7 Ibid., Article 2, Article 3, Article 4, Article 5, Article 6, Article 7, Article 8, Article 9,

Article 10, Article 11, Article 12, Article 13, Article 14, Article 15, Article 16.

% Ibid., Article 2 Paragraph (c).



sisi lain, apabila negara memberikan perlindungan dengan cara membuat
peraturan perundang-undangan terkait, namun peraturan tersebut tidak sesuai
dengan prinsip hak asasi manusia, maka negara juga dapat dianggap telah
melakukan pelanggaran HAM.

Dalam konteks Indonesia, masalah poligami cukup jelas diatur dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP).? Selain diatur
dalam undang-undang tersebut, istilah poligami juga dicantumkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Persiden Nomor 1 Tahun
1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan untuk Pegawai Negeri Sipil
(PNS) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang lzin
Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintahan
nomor 10 tahun 1983 tentang lIzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai
Negeri Sipil. Banyak kalangan menduga bahwa pengaturan poligami yang
tertuang dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas berasal dari doktrin
agama, di mana dalam agama tersebut membolehkan seorang laki-laki untuk

mengawini maksimal 4 (empat) orang istri.*

° Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 (1) Pada azasnya
dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita
hanya boleh mempunyai seorang suami. (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami
untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Qs An-Nisa’ (4): 3
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Berawal dari dugaan konsep agama inilah, aturan tentang poligami
disahkan untuk kemudian dijadikan sebagai hukum positif nasional Indonesia.
Akan tetepi terlepas dari pendapat tersebut, secara de Jure dan de facto aturan itu
telah diundangkan di negara ini dan berlaku bagi masyarakat Indonesia secara
keseluruhan (kecuali KHI yang hanya berlaku bagi umat Islam dan tingkat
peraturannya hanya setingkat instruksi presiden atau INPRES). Bahkan, baru-baru
ini terdapat sebuah kelompok yang menamakan dirinya dengan Club Poligami**
dengan syarat utama menjadi anggotanya adalah laki-laki tersebut harus sudah
berpoligami. Hal ini mengindikasikan bahwa poligami di negara ini nampaknya
semakin lestari.

Peraturan perundang-undangan ini diperjelas dengan diberikannya
kesempatan kepada seorang laki-laki untuk dapat menikahi perempuan lebih dari
seorang istri dalam waktu yang bersamaan, namun tidak memberikan ruang yang
sama terhadap perempuan. Menjadi permasalahan apakah hal ini juga merupakan
salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan di mana secara kodrati
perempuan tidak akan mau untuk diduakan, sedangkan poligami juga akan
berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan yang semakin menjadi di dalam
keluarga. Apakah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ini sejalan

dengan HAM vyang telah dirumuskan dalam Deklarasi Universal HAM

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan
yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu
senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka
(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih
dekat kepada tidak berbuat aniaya. Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, Al-
Qur’an AL-Karim..., him. 115.

1 http://www.idikarawang.com/?pilih=lihat&id=69, akses tanggal 20 Mei 2013 Pukul
15.30 WIB.


http://www.idikarawang.com/?pilih=lihat&id=69

(UDHR)**dan CEDAW"® di mana Indonesia telah meratifikasinya sebagai hukum

yang berlaku di Indonesia dan telah menjadi standarisasi HAM negara-negara di

dunia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil rumusan

masalahnya sebagai berikut:

1.

Apakah ketentuan poligami di Indonesia yang terdapat dalam Pasal 3
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah
memposisikan perempuan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia
internasional, terutama prinsip keseteraan?

Apakah Indonesia sebagai negara dapat dibebani pertanggungjawaban
ketika dalam peraturan perundang-undangannya mengatur secara tegas

ketentuan poligami?

2 Universal Declaration of Human Rights, Article 16:

Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion,
have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to
marriage, during marriage and at its dissolution.

Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending
Spouses.

The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to
protection by society and the State.

13 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Article

16: 1) States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against
women in all matters relating to marriage and family relations and in particular shall ensure, on a
basis of equality of men and women:

(@)
(b)

(c)

The same right to enter into marriage;

The same right freely to choose a spouse and to enter into marriage only with their free
and full consent;

The same rights and responsibilities during marriage and at its dissolution;



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini
bertujuan untuk:

a. Menjelaskan apakah ketentuan poligami di Indonesia yang terdapat
dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan telah memposisikan perempuan sesuai dengan prinsip-
prinsip hak asasi manusia internasional, terutama prinsip keseteraan.

b. Menjelaskan  apakah negara Indonesia  dapat  dikenai
pertanggungjawaban ketika dalam peraturan perundang-undangannya
mengatur ketentuan poligami.

2. Kegunaan
Penelitian ini berusaha mengangkat khazanah pengetahuan hukum
positif Indonesia dikaitkan dengan hukum internasional terutama tentang
poligami dalam hak asasi manusia dan praktiknya di pengadilan. Oleh
karena itu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

a. Sumbangan informasi ilmiah pada pelbagai kajian hukum keluarga di
Indonesia, terutama mengenai poligami di Indonesia.

b. Sebagai kontribusi kepada masyarakat luas tentang sejauh mana
perlindungan negara terhadap perempuan terutama yang berkenaan

dengan poligami.



D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yang dilakukan penyusun adalah dari berbagai karya
ilmiah selain berbentuk buku juga berbentuk karya ilmiah yang sudah ada.

Skripsi Evi Puspita Sari “Menopause Sebagai Alasan Poligami 4
membahas mengenai perubahan fungsi seksual wanita yang mengalami
menopause berpengaruh terhadap hubungan suami isteri, padahal hubungan
seksual tersebut memiliki peranan yang sangat penting demi terciptanya
kebahagiaan rumah tangga. Hasil dari skripsi itu ialah pertama hakim-hakim di
Pengadilan Agama Sleman dalam memeriksa perkara permohonan izin poligami
dengan alasan menopause telah sesuai dengan Hukum Islam secara umum dan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kedua dalam memberikan izin
poligami tersebut pada hakikatnya sangat tergantung pada isteri, apabila isteri
menyatakan kesediaannya untuk dimadu maka alasan ini akan menjadi dasar yang
kuat dalam pembolehan izin poligai tersebut.

Skripsi Anik Sofwatin “lzin Poligami Akibat Suami Zina (Putusan
Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2003)”, menyimpulkan hakim pertama
menggunakan alasan zina sebagai alasan sekunder dalam memutuskan perkara
tersebut dengan argumentasi bahwa implementasi ketentuan poligami diperketat
dengan adanya ketentuan bahwa hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan
ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan hakim kedua menggunakan zina
sebagai alasan primer dengan argumentasi; poligami telah dikehendaki oleh para

pihak, telah memenuhi syarat poligami yang diatur dalam ketentuan hukum

Y Evi Puspita Sari, “Menopouse Sebagai Alasan Poligami (Studi terhadap Putusan
Pengadlan Agama Sleman 1999-2000)”, skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (1999).
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positif, alasan pemohon dalam mengajukan izin poligami dibenarkan oleh hukum,
dan hakim dalam memutuskan perkara tidak hanya berpegang pada ketentuan
hukum positif tapi juga hukum syar’i dengan mementingkan terciptanya rasa
keadilan."

Skripsi oleh Nurhidayatuloh dengan judul Pertimbangan hakim dalam
kasus poligami membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam kasus
poligami yang terjadi diseluruh Pengadilan Agama tingkat pertama di Provinsi
DIY. Peneltian ini termasuk ke dalam penelitian normatif-yuridis. Hasil yang di
peroleh dari penelitian ini adalah hakim di DIY secara keseluruhan mengizinkan
poligami yang di dalamnya tanpa memenuhi syarat alternatif. Kemudian yang
menarik juga bahwa terdapatnya karena faktor lain seperti karana hubungannya
sudah terlalu jauh dengan wanita lain juga menjadi alasan hakim menerima
permohonan poligami pemohon.®

Skripsi oleh Eko Eni Setyaningsih dengan judul poligami dalam perspektif
hukum Islam di Indonesia dan hak asasi manusia dengan rumusan masalahnya
bagaimana poligami dalam perspektif hukum Islam di Indonesia/KHI dan hak
asasi manusia/CEDAW dan relevansi poligami untuk masyarakat Indonesia masa
sekarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis-sosiologis dengan
teori konflik maqashid asy-syari’ah. Hasil penelitian yang didapat adalah
poligami dalam perspektif KHI sangat bias gender dan alasan poligami

sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 59 KHI tidak tepat karena bertentangan

5 Anik Sofwatin, “Izin Poligami Akibat Suami Zina (Putusan Pengadilan Agama
Yogyakarta Tahun 2003) ”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005.

'® Nurhidayatuloh, “Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Poligami (Studi Putusan
Pengadilan Agama DIY Tentang Poligami Tahun 2006)”, Skripsi Fakultas Syri’ah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2008.
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dengan nilai-nilai penegakan hak asasi manusia. Poligami juga saat ini
memperlihatkan kecenderungannya pada kemadharatan dalam rumah tangga yang
mengakibatkan dampak negatif terhadap anak dan isteri.*’

Penelitian Rizka Baroroh yang berjudul pendapat aktivis pusat studi
wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang poligami dalam Islam
mempermasalahkan tentang bagaimana pendapat aktivis pusat studi wanita UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap poligami dan bagaimana landasan pemikiran
yang digunakan oleh aktivis pusat studi wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
dalam menafsirkan ayat yang berhubungan dengan poligami. Penelitian ini
menggunakan penelitian kasus dengan sifat eksploratif. Teori yang digunakan
adalah teori double movement milik Fazlur Rahman. Kesimpulan dari penelitian
ini adalah bahwa poligami menurut pendapat aktivis pusat studi wanita UIN
Sunan Kalijaga sifatnya boleh dalam kondisi darurat sosial, bukan darurat
individu dengan pra-syarat suami harus yakin bahwa dirinya mampu bersikap adil
kepada para isterinya baik secara materil maupun cinta kasih sayang.*®

Tabel 1: Telaah Pustaka
(Sumber diolah oleh Penulis)

No | Nam | Judul Rumusan | Pende | Jen | Hasil Penelitian yang
a masalah katan | is merupakan jawaban
Pen | rumusan masalah
eliti
an
1 | Evi | Menopaus | 1. Yurid | Pe | pertama hakim-hakim di
Pus | e Sebagai | bagaima | is- nel | Pengadilan Agama
pita | Alasan na hakim | norma | itia | Sleman dalam

" Eko Eni Setyaningsih “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia dan Hak
Asasi Manusia,” Skripsi Fakultas Syri’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

' Rizka Baroroh “Pendapat Aktivis Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
tentang Poligami Dalam Islam” Skripsi Fakultas Syri’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
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Sari | Poligami | di tif n memeriksa perkara
(studi  di | Pengadil lap | permohonan izin
Pengadila | an ang | poligami dengan alasan
n Agama | Agama an | menopause telah sesuai
Sleman) Sleman dengan Hukum Islam

memerik secara umum dan
sa izin perundang-undangan
poligami yang berlaku di
dengan Indonesia, kedua dalam
alasan memberikan izin
menopau poligami tersebut pada
se? hakikatnya sangat
2. faktor tergantung pada isteri,
apa saja apabila isteri menyatakan
yang kesediaannya untuk
menjadi dimadu maka alasan ini
pertimba akan menjadi dasar yang
ngan kuat dalam pembolehan
hakim izin poligai tersebut
dalam

izin

poligami

tersebut?

Ani | Izin 1. Yurid | Pe |alasan zina  sebagai

k Poligami | bagaima | is- nel | alasan sekunder dalam

Sof | Akibat na izin | norma | itia | memutuskan perkara

wati | Suami poligami | tif n tersebut dengan

n Zina akibat lap | argumentasi bahwa
(Putusan | suami ang | implementasi  ketentuan
Pengadila | zina di an | poligami diperketat
n Agama | Pengadil dengan adanya ketentuan
Yogyakart | an agama bahwa hakim dalam
a Tahun | Yogyaka memutus perkara harus
2003) rta? berdasarkan  ketentuan

hukum yang berlaku

2.menggunakan zina
sebagai alasan primer
dengan argumentasi;
poligami telah
dikehendaki oleh para
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pihak, telah memenuhi
syarat poligami yang
diatur dalam ketentuan

hukum positif, alasan
pemohon dalam
mengajukan izin
poligami dibenarkan
oleh hukum, dan hakim
dalam memutuskan
perkara tidak  hanya
berpegang pada

ketentuan hukum positif
tapi juga hukum syar’i
dengan  mementingkan
terciptanya rasa keadilan

3 | Nur | Pertimban | 1. Norm | Pe | 1. Hakim mengizinkan
hida | gan hakim | bagaima | atif- nel | poligami tanpa
yatu | dalam na yuridi | itia | memenuhi Syarat
loh | kasus pertimba | s n alternatif dan  karena

poligami ngan pus | faktor lain seperti karana
hakim? tak | hubungannya sudah
a terlalu  jauh  dengan

wanita lain.*

4 | Eko | poligami | Bagaima | filoso | pen | Poligami dalam
Eni | dalam na fis- elit | perspektif KHI sangat
Sety | perspektif | poligami | sosiol | ian | bias gender dan alasan
anin | hukum dalam ogis pus | poligami  sebagaimana
gsih | Islam  di | perspekti tak | yang terdapat dalam

Indonesia | f hukum a Pasal 59 KHI tidak tepat
dan  hak | Islamdi karena bertentangan
asasi Indonesi dengan nilai-nilai
manusia a/KHI penegakan hak asasi
dan hak manusia. Poligami juga
asasi saat ini memperlihatkan
manusia/ kecenderungannya pada
CEDAW kemadharatan dalam
? rumah  tangga yang

19

Nurhidayatuloh, “Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Poligami (Studi Putusan
Pengadilan Agama DIY Tentang Poligami Tahun 2006)”, Skripsi Fakultas Syri’ah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2008.
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Bagaima
na
relevansi
poligami
untuk
masyarak
at
Indonesi
a masa

sekarang
?

mengakibatkan dampak
negatif terhadap anak
dan isteri.

Riz
ka

Bar
oro

Pendapat
aktivis
pusat studi
wanita
UIN
Sunan
Kalijaga
Yogyakart
a tentang
poligami
dalam
Islam

Bagaima
na
pendapat
aktivis
pusat
studi
wanita
UIN
Sunan
Kalijaga
Yogyaka
ra
terhadap
poligami
?
Bagaima
na
landasan
pemikira
n yang
digunaka
n oleh
aktivis
pusat
studi
wanita
UIN
Sunan
Kalijaga

Kasus

eks
plo
rati

Bahwa poligami menurut
pendapat aktivis pusat
studi wanita UIN Sunan
Kalijaga sifatnya boleh
dalam kondisi darurat
sosial, bukan darurat
individu dengan pra-
syarat suami harus yakin
bahwa dirinya mampu
bersikap adil kepada para
isterinya  baik  secara
materil maupun cinta
kasih sayang.




15

Yogyaka
rta dalam
menafsir
kan ayat
yang
berhubun
gan
dengan
poligami
?

Dalam pencermatan penulis, kajian terhadap poligami di Indonesia
meskipun sudah banyak, namun demikian sepanjang pengetahuan penulis
sejauh ini belum ada yang secara ekspilisit membahas masalah bagaimana
hukum hak asasi manusia internasional dalam memandang ketentuan poligami
di Indonesia, selain itu juga yang membuat berbeda karya tulis ini dengan
karya tulis yang lain adalah tinjauan sudut pandang hak asasi manusia melalui
teori kesetaraannya dan tanggung jawab negara yang dijadikan sebagai sudut

pandang khusus dalam penelitian ini.

E. Kerangka Teori

Salah satu wacana yang paling menarik dalam dua dekade terakhir adalah
konflik antara dua ideologi besar yang berbeda dalam penerapan hak asasi
manusia dalam skala yang lebih luas, yakni universalisme (universalism) dan
relativisme budaya (cultural relativism). Teori universalisme menyatakan bahwa
akan semakin banyak budaya primitif yang pada akhirnya berkembang untuk
kemudian memiliki sistem hukum dan hak yang sama dengan budaya Barat. Di

sisi lain, relativisme budaya menyatakan sebaliknya bahwa suatu budaya
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tradisional tidaklah dapat diubah®® dan mendalilkan bahwa kebudayaan
merupakan satu-satunya sumber kebebasan hak atau kaidah moral.?

Kaidah moral ini merupakan dasar dari doktrin hak asasi manusia yang
berangkat dari konsep universalisme moral dan kepercayaan akan keberadaan
kode-kode moral universalitas yang melekat pada seluruh umat manusia dan
diidentifikasi terhadap kepentingan kemanusiaan tertentu yang bersifat

fundamental.??

Moral yang bersifat universal ini di Eropa terkait dengan tulisan-
tulisan Aristoteles dalam karyanya Nichomachean Ethics yang secara detail
menguraikan suatu argumentasi yang mendukung keberadaan ketertiban moral
yang bersifat alamiah. Kebutuhan akan suatu ketertiban alamiah ini kemudian
diturunkan dalam serangkaian kriteria universal yang komprehensif untuk
menguji legitimasi dari sistem hukum yang sebenarnya ciptaan manusia. Hukum
alam ini sudah ada sejak sebelum manusia mengenal konfigurasi sosial dan
politik.?®

Sejalan dengan prinsip hukum alam tersebut, berkenaan dengan moral
yang bersifat universal, Cassese?® berpendapat bahwa dunia dewasa ini telah

berubah yang disebabkan oleh ideologi HAM dan oleh prinsip menentukan nasib

sendiri. Faham individualisme negara tradisional untuk sebagian telah dilemahkan

% Rhona K.M. Smith, dkk., Hukum Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: PUSHAM UlIl,
2008), him. 18-19.

2 Jack Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice (London: Cornel
University, 2003), him. 89-93.

Z Rhona K.M. Smith, dkk., Hukum Hak Asasi..., him. 19.

Ibid.

* Antonio Cassese (1 January 1937 — 21 October 2011) was an ltalian jurist who
specialized in public international law. He was the first President of the International Criminal
Tribunal for the former Yugoslavia and the first President of the Special Tribunal for Lebanon
which he presided over until his resignation on health grounds in 1 October 2011. Antonio
Cassese, http://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Cassese, akses 13 Agustus 2014 pukul 11. 32 WIB.


http://en.wikipedia.org/wiki/Public_international_law
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Criminal_Tribunal_for_the_former_Yugoslavia
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Criminal_Tribunal_for_the_former_Yugoslavia
http://en.wikipedia.org/wiki/Special_Tribunal_for_Lebanon
http://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Cassese
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oleh suatu kesadaran baru mengenai kebutuhan kolektif masyarakat. Dahulu
masyarakat internasional telah dibimbing oleh kaidah Spinoza yang telah
dikemukakan pada tahun 1677 “karena kemerdekaan atau kekuatan batin adalah
kebajikan individu, maka sebuah negara tidak mengetahui nilai yang lain selain
dari nilai keamanannya sendiri”. Namun, dewasa ini negara-negara juga
dipengaruhi oleh nilai-nilai lain karena takut dipersalahkan, dicela, dikritik dan
dalam keadaan-keadaan yang ekstrem didelegitimasikan oleh mayoritas anggota
masyarakat yang lain. Dengan kata lain, saat ini kita memiliki suatu skala nilai
yang harus dihormati negara. Secara berurutan pertama adalah nilai tentang
perdamaian, penghormatan atas martabat manusia dan hak rakyat untuk
menentukan nasib sendiri.?®

Di sisi lain, pengaturan tentang HAM juga telah mendapat restu dari
Majelis Umum PBB dengan resolusinya yang berbentuk Deklarasi HAM
Universal dan terejawantahkan di dalam instrumen kovenan internasional
sepertihalnya International Covenant on the Civil and Political Rights (ICCPR),
Internatiional Covenant on the Economic, Social and Cultural Rights, (ICESCR)
dan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women (CEDAW). Kesemua instrumen hukum ini memiliki perannya masing-
masing dalam ranah internasional, khususnya CEDAW yang mimiliki peran
pengaturan lebih kepada hak-hak asasi perempuan.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against

Women adalah salah satu international convention yang menjamin hak-hak

* Antonio Cassese, Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah, Terj. A. Rahman
Zainuddin (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), him. 277.
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perempuan secara spesifik dan komprehensif yang dijadikan alat untuk selalu
menagih agar pemerintah selalu berada di dalam jalur HAM. Indonesia telah
meratifikasi konvensi ini dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk
Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination Against Women). Arti ratifikasi ini bagi Indonesia adalah
tunduknya negara tersebut terhadap aturan hukum internasional, CEDAW.
Sehingga ketika negara Indonesia telah meratifikasi hukum perjanjian
internasional seperti CEDAW, maka Indonesia akan sacara otomatis terikat
dengan hukum dan nilai-nilai yang terdapat dalam perjanjian internasional
tersebut.

Sesuai dengan prinsip umum Pacta Sunt Servanda, hal ini berarti bahwa
Indonesia terikat untuk melaksanakan dengan ‘itikad baiknya’ kewajiban-
kewajiban yang dipikul sesuai dengan perjanjian® yang terdapat dalam CEDAW.
Bahkan secara ekstrem menjadi keharusan dari semua negara untuk melaksanakan
dengan itikad baiknya kewajiban yang timbul dari perjanjian dan sumber hukum
lainnya. Negara tidak diperbolehkan untuk meminta agar ketentuan-ketentuan
dalam undang-undang dasar maupun perundang-undangannya sebagai alasan
untuk tidak melaksanakan kewajibannya.?’ Sehingga ketika ada pertentangan
dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia maka peraturan perundang-
undangan itulah yang harus dikalahkan. Inilah yang dimaksud dengan sumber

hukum Indonesia juga berasal dari traktat atau perjanjian internasional.

% Sumaryo Suryokusumo, Hukum Perjanjian Internasional (Jakarta: PT Tatanusa,

2008), him. 81.
27 1bid.
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CEDAW memberikan suatu kerangka kerja untuk mengajukan isu-isu
perempuan yang penting dengan dasar pengertiannya adalah non-diskriminasi.
Substansi CEDAW di dasarkan oleh tiga prinsip yang saling berhubungan,
yaitu:?® prinsip kesetaraan, prinsip non-diskriminasi, prinsip kewajiban negara
(state obligation). Pasal 1 CEDAW dengan tegas menyebutkan ‘“diskriminasi
terhadap perempuan” meliputi pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang
dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk
mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-
hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasam pokok di bidang politik, ekonomi,
sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya®® terhadap kaum perempuan, terlepas dari
status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan,
tercakup di dalamnya.*

Dalam beberapa hal, permasalahan tentang HAM perempuan yang terjadi
di Indonesia terjadi pada beberapa ranah lingkup sosial, yakni, pertama HAM
dalam lingkup keluarga. Hak asasi perempuan seringkali diabaikan dengan alasan
kodrati yaitu sebagai posisi yang inti di dalam keluarga. Namun, menjadi pilar
bukan berarti bahwa harus mengorbankan hak asasinya. Kedua adalah
partikularisme budaya. Budaya untuk menerapkan budaya-budaya tertentu dalam

kehidupan masyarakat didasarkan oleh keyakinan-keyakinan agama Yyang

%8 Gadis Arivia, Feminisme: Sebuah Kata Hati (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 314.

29 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Article
I “For the purposes of the present Convention, the term "discrimination against women" shall
mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or
purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective
of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental
freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field.”

% http://www.Ibh-apik.or.id/srn-pers-poligami.htm, akses tanggal 12 Februari 2013.


http://www.lbh-apik.or.id/srn-pers-poligami.htm
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merupakan kewajiban-kewajiban yang tidak boleh ditawar lagi. Penerapan
peraturan daerah yang didasarkan oleh pertikularisme budaya tertentu termasuk di
dalamnya tradisi tertentu yang mengekang perempuan tidaklah dapat dibenarkan.
Pembatasan terhadap perempuan seperti nikah beda agama dan praktik poligami
adalah pelanggaran menurut CEDAW.

Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara yang telah melakukan ratifikasi
terhadap CEDAW, wajib memberikan perlindungan bagi perempuan dari berbagai
bentuk diskriminasi, baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun negara.*?
Dalam hal ini bentuk perlindungannya adalah diformulasikannya peraturan
perundang-undangan yang mencerminkan sikap kesetaraan, non-diskriminasi dan
kewajiban negara. Apakah tidak sebaiknya ketentuan ini disetarakan apabila laki-
laki dapat mengawini lebih dari seorang isteri, berlaku juga sebaliknya atau jika
perempuan hanya diperbolehkan kawin dengan seorang laki-laki, hal ini juga
berlaku sebaliknya atau bahkan ketentuan mengenai jumlah ini dihapuskan saja
oleh karena selain sudah bersinggungan dengan hak asasi seseorang untuk
menikah, juga sarat akan kepentingan kelompok tertentu.

Secara khusus, di Indonesia, pengaturan HAM telah diundangkan di dalam
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam undang-
undang ini dejelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang
melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang
Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi

dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi

3! Gadis Arivia, Feminisme..., him. 312.
%2 http://www.Ibh-apik.or.id/sr-pers-poligami.htm, akses tanggal 12 Februari 2013.


http://www.lbh-apik.or.id/srn-pers-poligami.htm
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kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan makna
dari diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang
langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar
agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis
kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan,
atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia
dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam
bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.*®

Dalam memahami undang-undang ini, Bagir Manan mendasarkannya pada
tiga bagian: pertama; HAM dipahami dalam terminologi hubungan atau
relationship. Hak harus dilihat dalam hubungannya dengan masyarakat secara
keseluruhan, dan pada saat yang sama masyarakat atau komunitas berhubungan
dengan hak-hak seorang individu. Kedua; dalam pengembangan HAM, berarti
menerima adanya kewajiban atau tanggung jawab manusia. Ketiga; HAM harus
dipahami sebagai satu-kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan yang pada
akhirnya tertuju pada satu hak yaitu hak untuk menjadi manusia atau right to be
human. **

Dalam membahas persoalan di atas, penulis akan menggunakan teori
kesetaraan dalam CEDAW yang dikemukakan oleh Alda Facio and Martha I.
Morgan. Dalam teorinya mereka mengatakan bahwa prinsip kesetaraan atau

CEDAW's Principles of Equality secara spesifik terbagi ke dalam tiga prinsip

% Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Ayat (3).
3 Bagir Manan, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di
Indonesia (Jakarta: Yayasan Hak Asasi Manusia dan Supremasi Hukum, 2001), him. 27.
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utama yaitu: prinsip non-diskriminasi, prinsip tanggung jawab negara dan prinsip
kesetaraan substantif.*

Prinsip non-diskriminasi secara lengkap terdapat di dalam Pasal 1
CEDAW dengan kata "discrimination against women™ prinsip ini mencakup
paling tidak lima unsur seperti distinction, exclusion atau restriction, apakah
tindakan diskriminasi adalah tindakan yang baik bertujuan (purpose) ataupun
berakibat (effect), apakah diskriminasi tersebut sifatnya parsial atau total, apakah
diskriminasi berada pda level pengakuan (recognition), penikmatan (enjoyment)
atau penggunaan (exercise), dan apakah diskriminasi tersebut berada pada ranah
yang diatur di dalam CEDAW.

Teori pertanggungjawaban negara yang dikemukakan oleh Malcom N.
Shaw menyatakan bahwa tanggung jawab negara merupakan prinsip yang
fundamental dalam hukum internasional. la menyatakan beberapa karakteristik
tanggung jawab negara bergantung pada faktor berikut: 1) adanya suatu kewajiban
hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu; 2) adanya suatu
perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut

yang melahirkan tanggung jawab negara; dan 3) adanya kerusakan atau kerugian

sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.

% The three principles that make up CEDAW’s concept of equality: the principle of
nondiscrimination, the principle of state obligation and the principle of substantive equality, or
equality of results. Alda Facio and Martha |. Morgan, Equity or Equality for Woman:
Understanding of CEDAW’s Equality Prinsciles (Kuala Lumpur: International Women’s Right
Action Watch Asia Pacific, 2009), him. 2.; Equity or Equality for Women? Understanding
CEDAW’s Equality Principles,
http://www.law.ua.edu/pubs/Irarticles/\VVolume%2060/1ssue%205/faciot.pdf, akses tanggal 21 Juli
2014 pukul 11.46 WIB.
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Menurutnya, tanggung jawab negara dapat dikaitkan dengan teori
kesalahan dan teori resiko. Teori kesalahan adalah berkenaan dengan tanggung
jawab negara terhadap tindakannya yang melanggar hukum atau kelalaiannya itu
mutlak atau apakah perlu adanya pembuktian kesalahan atau kehendak dari
pejabat atau agen negara. Kemudian teori resiko atau bisa disebut dengan teori
obyektif. Teori ini menyatakan bahwa tenggung jawab negara adalah mutlak
dalam pengertian ketika seorang pejabat atau agen negara telah melakukan
tindakan yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, negaranya
bertanggung jawab menurut hukum internasional tanpa harus dibuktikan apakah
tindakan tersebut dilaksanakan dengan maksud baik atau jahat.*

Prinsip ketiga adalah prinsip equality substantive di mana untuk
tecapainya prinsip ini memerlukan dua macam tindakan negara yaitu tindakan
untuk terpenuhinya kesetaraan dalam mendapatkan kesempatan antara laki-laki
dan perempuan dan tindakan untuk mengkoreksi ketidaksetaraan kekuasaan antara

laki-laki dan perempuan.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian. Karena
metode akan menentukan hasil penelitian yang akan diperoleh. Metode penelitian
harus sesuai dengan jenis penelitian yang akan dilakukan. Dengan menggunakan
metode ini, tujuan penelitian yang dilakukan akan dapat tercapai dengan baik dan

konsisten.

% Malcom N. Shaw, International Law, Sixth Edition (Cambridge: Cambridge University
Press, 2008) , him. 778.
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Penelitian ini adalah termasuk dalam penelitian normatif.>” Selain itu,

penelitian ini dapat juga disebut dengan penelitian doktrinal®®

yakni sebuah
penelitian yang bertujuan untuk meneliti perkembangan peraturan perundang-
undangan (das sollen) atau dalam ruang lingkup hukum internasional adalah
perkembangan perjanjian internasional atau resolusi-resolusi yang dikeluarkan
oleh Majelis Umum PBB dengan pendekatan yuridis formal.
1. Jenis penelitian
Penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang akan penulis lakukan adalah
termasuk penelitian pustaka (library research),® yakni, jenis penelitian yang
datanya diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan kepustakaan. Studi
ini diperlukan untuk mengetahui sampai ke mana ilmu yang berhubungan
dengan penelitian telah berkembang dan sampai ke mana kesimpulan dan
degeneralisasi yang pernah dibuat.** Dalam hal ini data yang paling pokok
digunakan adalah kovenan-kovenan dan perjanjian-perjanjian internasional
tentang hak asasi manusia serta peraturan perundang-undangan yang ada di
Indonesia yang mengatur tentang hak asasi manusia dan poligami. Selain
kovenan dan peraturan perundang-undangan, karya ilmiah ini juga

menggunakan doktrin dan teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum

internasional terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab negara.

%7 Soejono Soekanto, dkk., Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Rajawali Press, 1997),
him. 13.

% Bambang Sunggono, Metode Peneitian Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 1997), him.
83.

% H. Moh. Kasiran, Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan
Penguasaan Metodologi Penelitian (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), him. 11.

0 Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia,2013), him. 93
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2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif-analitis,
yakni suatu metode penelitian yang mengembangkan semua data atau
keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-
lain) kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang
sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk
memberikan pemecahan masalahnya.** Dalam hal ini kovenan-kovenan dan
perjanjian internasional tentang HAM dihubungakan dengan regulasi tentang
poligami di Indonesia yang ada dalam kenyataan.

3. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian hukum pendekatan penelitian merupakan anak

tangga untuk menentukan teori penelitian yang akan dipakai. Pendekatan ini
berguna untuk membatasi peneliti mengeksplorasi landasan konseptual yang
kelak bisa membedah objek penelitian.** Adapun pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini untuk mencapai hasil yang maksimal adalah:
a. Pendekatan normatif

Pendekatan penelitian normatif dapat juga disebut dengan penelitian

hukum doktrinal, yakni, penelitian atas hokum yang dikonsepsikan dan

dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep dan/atau

sang pengembangnya.”* Dalam hal ini, masalah yang akan diteliti

didasarkan pada doktrin-doktrin atau teori-teori hukum hak asasi

* Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntunan
Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian (Yogyakarta: Graha limu, 2010), him.84

*> M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2007), him. 56.

* Ibid., him. 25.
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manusia dan hukum internasional terutama yang berkaitan dengan teori
kesetaraan dan teori tanggung jawab negara.
b. Pendekatan yuridis

Pendekatan yuridis atau dapat disebut dengan pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-
undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang
sedang ditangani.** Dalam penelitian ini pendekatan yuridis dilakukan
dengan cara mendekati permasalahan yang diteliti dengan didasarkan
pada ketentuan hukum internasional dan peraturan perundang-undangan
hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah

poligami.

4. Sumber Data atau Sumber Bahan Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan-bahan
hukum yang sifatnya mengikat*® atau otoritatif, yaitu merupakan hasil dari
tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang
untuk itu,*® yang terdiri dari kovenan-kovenan internasional, resolusi dan
statuta internasional yang yang berhubungan dengan tanggung jawab

negara dan HAM. Seperti Universal Declaration of Human Rights,

“ Ibid., him. 58.

** Soerjono Soekanto, Penelitian Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2001), him. 13.

*¢ Mukti Fadjar ND., dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penerlitian Hukum Normatif
dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), him. 157.
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CEDAW, UUHAM, UUP dan ketentuan hukum lain yang berkenaan

dengan poligami dan HAM.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang memberikan
penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer*” yaitu terdiri dari buku-
buku pustaka, hasil penelitian, jurnal ilmiah, surat kabar, internet*® dan
sebagainya yang memberikan penjelasan tentang tanggung jawab negara
dan hak asasi manusia. Bahan hukum sekunder ini berbentuk doktrin-
doktrin terdapat dalam karya-karya para ilmuwan hukum internasional
seperti Malcom N. Shaw dalam bukunya International Law, Sumaryo
Suryokusumo dalam Studi Kasus Hukum Internasional dan lain
sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat
menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder*
seperti halnya ensiklopedi hukum dan kamus hukum. Selain itu, dapat pula
bahan hukum tersier adalah bahan non-hukum sepanjang berkaitan dan

mempunyai relevansi dengan penelitian.*

5. Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi.

Metode ini bekerja dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang

*’Soerjono Soekanto, Penelitian Normatif..., him. 13.
*8 Mukti Fadjar ND., dan Yulianto Achmad, Dualisme Penerlitian..., him. 158.
*° Soerjono Soekanto, Penelitian Normatif..., him. 13.
%0 Mukti Fadjar ND., dan Yulianto Achmad, Dualisme Penerlitian..., him. 158.
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berupa catatan, buku dan sebagainya,”® dalam hal ini adalah kovenan
internasional tentang HAM, perjanjian-perjanjian internasional dan karya-

karya hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

6. Analisis data

Semua sumber bahan hukum baik sumber bahan hukum primer
maupun sekunder yang berkaitan dengan hukum internasional dan hak asasi
manusia berorientasi pada sifat penulisan deskriptif-analitis dengan teknik
analisis data kualitatif.>* Maka dari itu, penulis dapat mencari letak korelasi
bagaimana poligami dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia dan
bagimana tanggung jawab negara terhadap ketentuan tersebut.

Pengambilan kesimpulan penelitian ini menggunakan prosedur
penalaran deduktif>® yakni proses yang berawal dari proposisi-proposisi
umum dalam bentuk peraturan internasional yang diterapkan pada suatu
kasus. Dalam hal ini, berkenaan dengan CEDAW vyang diratifikasi oleh
Indonesia dan apa yang seharusnya dilakukan terhadap UUP Tahun 1974 dan
tanggung jawab negara yang ditimbulkan ke dalam ketentuan hukum tentang

poligami yang berlaku di negara Indonesia.>

51 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi ke-5

(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), him. 206.

52 Qualitative research is an inductive approach and its goal to gain a deeper

understanding of a person’s or group’s experience. Sari Wahyuni, Qualitative Research Method
Theory and Practice (Jakarta: Salemba empat, 2012), him. 1.

53 Bambang Sunggono, Metode Peneitian ..., him. 10.
% Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), him. 40.
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(Sumber diolah oleh Penulis)
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Permasalahan Data yang Sumber Teknik Teknik
dibutuhkan data pengumpulan | analisis
data data
Apakah ketentuan Kovenan- UDHR, Dokumentasi | Analisisi
poligami di | kovenan dan CEDAW, kualittatif
Indonesia yang perjanjian UUP, KHI,
terdapat di dalam | internasional, PP
peraturan peraturan
perundang- perundang-
undangannya telah undangan
memposisikan
perempuan  sesuai
dengan prinsip-
prinsip hak asasi
manusia?
Apakah negara Peraturan UU tentang Dokumentasi | Analisisi
dapat dianggap perundan- Perkawinan, kualittatif
telah melakukan | undangan di Undang-
pelanggaran HAM Indonesia, undang
berdasarkan ratifikasi ratifikasi
peraturan- kovenan ICCPR dan
perundang- internasional | ICESCR, dll.
undangan tentang
poligami?

Sistematika Pembahasan dan Pertanggungjawaban Penulisan

Dalam tulisan ini secara umum akan dibagi ke dalam lima bab di mana

sesuai dengan masalah yang diteliti pada tulisan ini.

pada masing-masing bab akan memberikan deskripsi masing-masing persoalan
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Pada bab pertama, yakni bab pendahuluan, membahas tentang latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat peneitian, metode
penelitian, serta sistematika dan pertanggungjawaban penulisan. Bab ini menjadi
penting karena pada bab ini dipaparkan secara jelas tentang masalah-masalah
yang diteliti sehingga menjadikan tulisan ini fokus pada persoalan tententu yang
menjadi perhatian dalam tulisan ini.

Bab kedua adalah bab tinjauan hukum internasional tentang HAM dan hak
perempuan yang dibagi ke dalam beberapa sub bab yakni membahas tentang
hakikat HAM, hukum HAM internasional, dan pengaturan HAM tentang
perempuan dalam ranah internasional dan penerapannya di Indonesia.
Pembahasan ini menjadi penting karena tinjauan hukum internasional sebagai
ukuran dasar bagaimana suatu perjanjian internasional dapat berlaku dan mengkat
bagi suatu negara terutama berkenaan dengan hak asasi perempuan.

Bab ketiga secara garis besar akan membahas tentang poligami dalam
Islam dan hak asasi manusia. Kemudian bagaimana hukum HAM tersebut
mengatur persoalan poligami khususnya di Indonesia. Pembahasan bab ini
menjadi penting sebab di dalamnya akan memerinci bagaimana Hukum HAM
internasional memandang persoalan poligami.

Bab keempat membahas hasil penelitian tentang bagaimanakah regulasi
hak asasi manusia internasional melindungi perempuan dalam hal poligami dan
kedudukan perempuan dalam ketentuan poligami di Indonesia dikaitkan dengan
peran negara (to fullfill, to protect, to respect) untuk melindungi hak-haknya dari

diskriminasi.
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Bab kelima merupakan bagian penutup yang berisi simpulan dan saran.
Bagian ini memberikan ringkasan hasil penelitian yang telah dicapai ke dalam
bentuk ringkasan pendek. Selain itu juga saran-saran yang berkenaan langsung

terhadap hasil penelitian juga menjadi bagian penting dalam bab ini.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pada uraian yang telah penyusun kemukakan dalam bab-bab
sebelumnya, untuk menjawab persoalan yang menjadi pokok masalah dalam tulisan
ini, maka dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut:

Pertama berkenaan dengan apakah ketentuan poligami di Indonesia telah
memposisikan perempuan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia
internasional. Dalam memecahkan persoalan ini, penulis menggunakan teori
kesetaraan yang mencakup tiga prinsip, yaitu, prinsip non-diskriminasi, prinsip
tanggung jawab negara, dan prinsip equality substantif.

Pada prinsip non-diskriminasi terdapat lima aspek dan berdasarkan kelima
aspek tersebut dapat dikatakan bahwa ketentuan poligami yang terdapat di dalam
UUP bersifat diskriminatif. Letak diskriminasi undang-undang ini adalah pertama
pada terpenuhinya unsur distinction yang merupakan unsur diskriminasi; kedua, pada
diaturnya ketentuan poligami yang bersifat sebagai tujuan langsung juga terpenuhi;
ketiga pada poligami yang merupakan diskriminasi parsial dari undang-undang
perkawinan yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan suami isteri adalah
seimbang dalam kehidupan rumah tangga; keempat pada aspek pengakuan

(recognition) dimana poligami dibolehkan dalam peraturan perundang-undangan
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yang berbentuk undang-undang dan peraturan pemerintah; kelima adalah poligami
termasuk dalam bidang perkawinan.

Prinsip kedua penulis menggunakan teori tanggung jawab negara milik
Malcom N. Shaw yang menyatakan beberapa karakteristik tanggung jawab negara
bergantung pada faktor adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku
antara dua negara tertentu, adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar
kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara, dan
adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar
hukum atau kelalaian.

Kewajiban hukum internasional muncul ketika suatu negara telah melakukan
perjanjian dengan negara lain atau negara-negara lain yang kemudian menyatakan
untuk tunduk terhadap perjanjian itu. Indonesia dalam hal ini telah menyatakan
tunduk terhadap ketentuan dalam CEDAW dengan melakukan ratifikasi terhadap
CEDAW. Ratifikasi inilah yang mengakibatkan munculnya kewajiban internasional
terhadap Indonesia.

Perbuatan atau kelalaian yang dilakukan Indonesia adalah dengan membiarkan
UUP tanpa dilakukan revisi sampai saat ini dan negara melalui lembaganya, yakni,
legislatif, eksekutuif dan yudikatif. Sesuai dengan doktrin imputabilitas sebagai fiksi
hukum dalam hukum internasional, maka perbuatan ketiga organ negara tersebut
dapat dianggap sebagai tindakan negara yang pada akhirnya menimbulkan tanggung

jawab negara.
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Berkenaan dengan kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan
yang melanggar hukum, penulis menemukan bahwa kerugian yang diakibatkan dalam
peraturan poligami ini berupa kerugian imateriil. Cukup sulit untuk membuktikan
kerugian materiilnya. Untuk mendukung argumentasi penulis ini, penulis telah
melakukan penelitian di pengadilan agama dan telah mewawancarai beberapa hakim
di seluruh provinsi di DIY. Dari penelitian tersebut adalah data yang membuktikan
bahwa pengajuan ijin poligami tidak sesulit yang diatur dalam UUP. Dari putusan
pengadilan yang ada di DIY semua hakim bersepakat bahwa apabila semua syarat
baik kumulatif dan alternatif terpenuhi, maka poligami dapat diijinkan. Bahkan yang
lebih mengejutkan penulis, bahwa ketika kedua syarat tersebut juga tidak terpenuhi,
berdasarkan kasus yang diteliti oleh penulis ditemukan juga hakim semuanya
memutuskan untuk memberikan ijin poligami. Hal ini menjadi preseden yang kurang
baik bahwa dengan adanya peraturan poligami yang ada dalam UUP, telah membuka
diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Hal ini telah menjadi teror paling tidak
telah dirasakan oleh empat puluh empat istri yang telah berperkara di pengadilan
agama di DIY.

Prinsip equailty substantif menyatakan bahwa ada dua macam tindakan negara
yang harus dilakukan. Pertama, tindakan untuk terpenuhinya kesetaraan dalam
mendapatkan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Kedua, tindakan untuk
mengkoreksi ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Dari
penelitian yang penulis lakukan tidak ada tindakan yang dilakukan oleh negara untuk

terpenuhinya kesetaraan dalam hal poligami beigtu juga tindakan korektif. Hal ini
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dibuktikan dengan masih berlakunya UUP sampai saat ini dan nampaknya juga
belum nampak itikad dari pemerintah untuk melakukan revisi terhadapnya.

Kedua berkenaan dengan apakah negara Indonesia dapat dibebani
pertanggungjawaban. Berdasarkan penelitian penulis dengan menggunakan pisau
analisis teori Malcom N. Shaw, bahwa Indonesia secara hukum dapat dikenai
pertanggungjawaban sebagai negara selama masih belum melakukan revisi terhadap
UUP. Hukum internasional akan tetap mewajibkan Indonesia untuk segera merevisi
ketentuan poligami dalam UUP dengan cara apapun agar tidak terjadi diskriminasi
secara terus menerus terhadap perempuan baik melalui undang-undang maupun

dengan PERPU.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, nampaknya

persoalan poligami merupakan persoalan yang sangat kompleks yang berkaitan
dengan hukum dan sosial. Tidak hanya hukum nasional, akan tetapi hukum
internasional juga mempunyai peranan penting untuk menjaga perlindungan HAM di
setiap negara di dunia ini. Oleh karena itu beberapa saran penulis berdasarkan
penelitian ini adalah:

1. Bahwa perlindungan HAM (to fullfill, to protect dan to respect) adalah menjadi
tanggung jawab semua organ negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif) dan
Indonesia wajib melakukan amandemen terhadap UUP dengan cara apapun.

2. Supaya tidak terjadi diskriminasi yang lebih banyak lagi yang disebabkan oleh

UUP, maka Indonesia wajib segera mengamandemen UUP dengan undang-
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undang baru yang lebih mengakomodir nilai-nilai HAM khususnya dalam hal
poligami.

. Oleh karena perubahan undang-undang ke arah penghormatan nilai-nilai HAM
tidak bisa ditunda lagi, maka pemerintah atau lembaga eksekutif tidak bisa lepas
tangan. Dalam hal ini pemerintah dapat mengambil alihnya dengan cara

menerbitkan PERPU.
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